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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

KRITERIA PENETAPAN KLASIFIKASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Penetapan
Klasifikasi Daerah Aliran Sungai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008
tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4947);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5292);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun
2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 56 Tahun 2013;
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11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KLASIFIKASI DAERAH ALIRAN
SUNGAI.

Pasal 1

Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kriteria Penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagai arahan/acuan bagi Kementerian Kehutanan serta Instansi terkait
untuk menilai dan menyusun klasifikasi DAS dalam rangka penetapan
DAS yang dipertahankan dan dipulihkan daya dukungnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini agar diperoleh klasifikasi DAS-DAS di
Indonesia sebagai basis penentuan kebijakan dan penyelenggaraan
pengelolaan DAS.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2014

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 60 /Menhut-II/2014
TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KLASIFIKASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yang tersebar

diseluruh wilayah Indonesia, merupakan satu kesatuan ekosistem alami
yang utuh dari ekosistem pegunungan di hulu hingga ekosistem pantai di
hilir. Kekayaan sumber daya alam maupun buatan di dalam DAS
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi
dan diurus daya dukungnya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kondisi
saat ini ada DAS yang harus dipertahankan daya dukungnya namun
banyak pula DAS yang sudah harus dipulihkan daya dukungnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012, Daya Dukung
DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan
keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam
bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. DAS yang
dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas,
kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan
pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi
sebagaimana mestinya.

Dengan dipulihkan dan dipertahankannya daya dukung DAS maka
tujuan mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan,
mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang
optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan
DAS dalam mengelola DAS yang dipertahankan dan dipulihkan daya
dukungnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan tersebut, maka perlu
ditetapkan Pedoman Penetapan Klasifikasi DAS.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya kriteria untuk klasifikasi DAS tersebut

adalah diperolehnya arahan/acuan bagi Kementerian Kehutanan serta
Instansi terkait untuk menilai dan menyusun klasifikasi Daerah Aliran


